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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan hukum advokat dalam system 

peradilan pidana serta mengetahui kewenangan advokat dalam sistem hukum positif di 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan 

spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis normatif. Jenis datanya meliputi Data Primer dan 

Data Skunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi 

(library and documentation). 

Dari aspek perangkat struktur, kedudukan advokat dalam proses peradilan pidana 

masih belum mendapatkan tempat yang memadai. Hal mana kelembagaan penegak 

hukum adalah lingkungan jabatan atau pejabat penegak hukum. Dalam makna sehari-hari, 

yang diartikan lembaga-lembaga penegak hukum hanya terdiri dari kepolisian (polisi), 

kejaksaan (penuntut umum), pengadilan (hakim), dan Lembaga Pemasyarakatan. 

Kedudukan hukum Advokat adalah sebagai Lembaga Penegak Hukum di Luar 

Pemerintahan. Dapat dipahami bahwa seorang Advokat berhak menerima honorarium 

atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU 

Advokat tersebut, dapat diketahui bahwa advokat telah dijamin keberadaanya oleh hukum 

dan statusnya sebagai penegak hukum. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 Tentang Advokat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “advokat 

berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam 

proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya 

dalam menegakkan hukum dan keadilan. Wewenang sangat erat kaitannya dengan hak 

dan kewajiban yang dimiliki suatu jabatan atau suatu instansi tertentu, tugas dan 

wewenang kerap kali dijadikan dalam satu frasa, yang menggambarkan bahwa keduanya 

tidak dapat dipisahkan. Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para 

penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada secara 

formal. Seorang advokat memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan 

yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang 

Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Kewenangan advokat timbul setelah advokat 

mendapatkan kuasa dan klien, menjadi kewenangan advokat dalam menjalankan 

profesinya sebagai penegak hukum, jika seorang klien telah memberikan kuasa kepada 

seorang advokat, advokat tersebut telah berwenang menangani kasus klien tersebut, 

artinya seorang advokat berhak meminta informasi mengenai kasus yang dialami klien 

tersebut kepada pihak-pihak terkait. Dalam menjalankan kuasanya advokat berwenang 

mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan. 
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PENDAHULUAN 

Bantuan hukum dari advokat dikonsepsikan sebagai suatu hak yang dapat 

dituntut oleh setiap insan Indonesia. Hak ini dipandang sebagai bagian dari hak-hak asasi 

manusia sehingga program bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya adalah program 

untuk memperjuangkan penegakan hak-hak asasi manusia.
1
 Bantuan hukum itu sendiri di 

dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat 

menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat 

secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.  

Kemudian jasa hukum itu sendiri adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa 

memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 

mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum 

klien. Semua itu jelas bahwa suatu nilai positif yang memang harus tetap dipertahankan 

dalam proses penegakan hukum yang hakiki agar tidak terjadi diskriminasi dan 

penyimpangan-penyimpangan dalam proses penegakan hukum sehingga kebenaran dan 

keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.
2
  

Sasaran menghadirkan pengacara selain untuk memenuhi Pasal 56 KUHAP 

tersebut diatas, juga adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membentu 

hakim dalam menemukan kebenaran hukum yang berintikan keadilan.
3
 Bantuan hukum 

itu sendiri di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang 

Advokat menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.  

Kemudian jasa hukum itu sendiri adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa 

memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 

mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum 

klien. Semua itu jelas bahwa suatu nilai positif yang memang harus tetap dipertahankan 

dalam proses penegakan hukum yang hakiki agar tidak terjadi diskriminasi dan 

penyimpangan-penyimpangan dalam proses penegakan hukum sehingga kebenaran dan 

keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam proses litigasi diketahui bahwa advokat merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses peradilan, sepanjang advokat yang bersangkutan diberikan kuasa 

untuk membela hak-hak kliennya dalam segala tingkatan pemeriksaan, apakah kliennya 

sebagai tersangka/terdakwa dalam perkara pidana maupun sebagai penggugat/tergugat 

dalam perkara perdata maupun dalam perkara-perkara lainnya yang diselesaikan melalui 

forum-forum khusus (Alternative Dispute Resolution/ ADR). Dalam eksistensi yang 

demikian penting dan luas, advokat tentu banyak atau bahkan selalu berhubungan dengan 

unsur formal penegak hukum, tergantung jenis dan kharater kasus yang ditanganinya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana di dalam 

Undang-undang tersebut kedudukan Advokat adalah juga sebagai salah satu penegak 

hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang 

dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan sama 

kedudukannya dengan penegak hukum lainnya. Hal ini juga telah diakuinya sebutan 

Catur Wangsa penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat). 

Advokat juga mempunyai kewajiban untuk menangani perkara yang sifatnya 

prodeo atau cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu. Dan ketika menangani 

                                                             
1
 Rusli Muhammad,  2009, Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, ( Yogyakarta: 

Magister Hukum UII),    
2
  PERADI, 2007, Kitab Advokat Indonesia, (Bandung: Alumni)   

3
 Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonsia, ( Yogyakarta: UII Press), hal. 58.   



perkara maka harus diusahakan supaya cepat diselesaikan dan jika telah selesai atau telah 

diputus oleh Hakim, maka salinan putusan nya harus segera disampaikan kepada klien 

nya. Ketika seorang Advokat sedang menangani perkara diperkenankan menghubungi 

Hakim pemeriksa perkara yang sedang berjalan. Namun dalam menghubungi Hakim 

tersebut, terutama dalam perkara perdata harus dilakukan secara bersama-sama dengan 

Advokat yang menjadi lawannya. Atau jika menyampaikan surat yang sifatnya 

memberikan informasi, maka juga harus disampaikan tembusannya kepada Advokat yang 

menjadi lawannya. Begitu juga dalam perkara pidana, jika ada seorang Advokat yang 

akan menghubungi Hakim maka harus juga dilakukan bersama-sama dengan Jaksa 

Penuntut Umum. Mengenai tata cara bertindak dalam menangani perkara ini diatur dalam 

pasal 7 kode etik. 

Dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar 

pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang 

semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum 

masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan 

antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan 

kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi 

pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang 

ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

 

KESIMPULAN 

Berbicara mengenai wewenang sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban 

yang dimiliki suatu jabatan atau suatu instansi tertentu, tugas dan wewenang kerap kali 

dijadikan dalam satu frasa, yang menggambarkan bahwa keduanya tidak dapat 

dipisahkan. Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak 

hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian 

aturan main yang formal. Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa 

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang 

Advokat. Kewenangan advokat timbul setelah advokat mendapatkan kuasa dan klien, 

menjadi kewenangan advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum, 

jika seorang klien telah memberikan kuasa kepada seorang advokat, advokat tersebut 

telah berwenang menangani kasus klien tersebut, yang artinya seorang advokat berhak 

meminta informasi mengenai kasus yang dialami klien tersebut kepada pihak-pihak 

terkait. Dalam menjalankan kuasanya advokat berwenang mewakili, mendampingi, 

membela dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan. 
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